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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemauan membayar pajak,
modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak
hotel di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan kuesioner
sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak hotel
di Kabupaten Buleleng tahun 2017 sebanyak 578. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
yaitu purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 101. Teknik analisis data
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 24.0 for windows.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa secara parsial kemauan membayar pajak,
modernisasi slstem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Secara simultan kemauan membayar pajak,
modernisasi slstem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Kata kunci: Kemauan Membayar Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kondisi Keuangan, Modernisasi
Sistem Administrasi Perpajakan.

Abstract

This study aimed at determining the effect of willingness to pay taxes, to modernize the
taxation administration system, and financial condition toward the hotel taxpayer’s compliance in
Buleleng Regency. This type of research was quantitative research with a questionnaire as an
instrument for collecting data. The population in this study were all hotel taxpayers in Buleleng in
2017 as many as 578. The sampling technique used was purposive sampling so that a sample of
101 was obtained. The data analysis techniques were carried out by using multiple linear
regression analysis with the help of SPSS 24.0 for windows.

The results of the analysis showed that partially, the willingness to pay taxes, the
modernization of the tax administration system, and the financial condition had a positive and
significant effect toward the compulsory hotel taxpayer's compliance. Simultaneously, the
willingness to pay taxes, modernizazion of taxation administration system, and financial conditions
had a significant effect toward hotel taxpayer compliance.

Keywords: Willing to Pay Taxes, Taxpayer's Compliance, Financial Condition, Modernization of Taxation
Administration System.
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PENDAHULUAN

Negara Indonesia saat ini sangat memperhatikan pembangunan nasional dengan
tujuan untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
adil dan merata. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional tersebut,
maka pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah
dengan mengeluarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-
undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan otonomi daerah
tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah
desentralisasi fiskal. Diberlakukannya desentralisasi fiskal ini, memberikan kebebasan untuk
mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan
kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian, maka tugas dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dalam mengurus rumah tangganya
sendiri semakin berat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-
sumber penerimaan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah menurut UU No. 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yaitu Pajak Daerah.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu jenis
pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan yang semakin meningkat seiring dengan
berkembangnya pariwisata di Kabupaten Buleleng. Peningkatan jumlah hotel yang ada di
Kabupaten Buleleng menandakan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak hotel. Hal
tersebut dapat diketahui dari jumlah hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel di Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng selama tahun 2014 hingga Agustus 2017. Pada
tahun 2014 jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 497 wajib pajak,
tahun 2015 sebanyak 524 wajib pajak, tahun 2016 sebanyak 563 wajib pajak dan tahun
2017 sebanyak 578 wajib pajak.

Seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar di BKD Buleleng
diikuti dengan meningkatnya jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2014 hingga
2017. Namun, jika dilihat lebih spesifik pada tiap tahunnya maka dapat diketahui terjadi
ketidaksesuaian antara target dengan realisasi penerimaan pajak hotel khususnya di tahun
2017, yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di bawah target yang ditetapkan.
Hal tersebut sesuai dengan informasi yang tercantum pada data realisasi penerimaan pajak
hotel yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng selama tahun 2014-
2017.

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Tahun 2014 - 2017

Tahun Target Realisasi %

2014 Rp 16.400.000.000 Rp 19.587.926.327,18 119,44
2015 Rp 20.260.491.894,79 Rp 21.554.266.521,10 106,39
2016 Rp 20.260.491.894,79 Rp 23.133.126.956,97 114,18
2017 Rp 32.286.541.084,27 Rp 27.161.083.509,97 84,13

Sumber: BKD Buleleng, 2018

Pada tabel 2 di atas menunjukkan terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak
hotel, akan tetapi pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel dibawah target yang
ditetapkan. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan aspek
penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka
semakin tinggi pula pajak yang akan diterima yang nantinya akan digunakan untuk
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pembiayaan pembangunan nasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Faktor pertama yaitu kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak
merupakan nilai rela wajib pajak untuk membayar pajak dengan harapan dapat membantu
pengeluaran negara dan juga tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) (Castrio, 2016).
Rendahnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak berarti rendah pula kepatuhan dan
kesadaran wajib pajak (Saputri, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Castrio (2016)
dan Saputri (2014) membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kemauan
membayar pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfiah (2014), yang menunjukkan bahwa kemauan
membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H; : Kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak hotel.

Faktor kedua yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu modernisasi
sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya
adalah perubahan pada sistem administrasi perpajakan seperti diterapkannya teknologi
informasi dan komunikasi. Dengan adanya modernisasi tersebut, diharapkan dapat
terciptanya kemudahan administrasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dalam penelitian Dewi (2018) dan Hidayati (2014) menunjukkan bahwa modernisasi sistem
administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil
penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernanda (2018) yang
membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

H,: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan pajak hotel.

Kepatuhan wajib pajak juga tidak lepas dari kondisi keuangan wajib pajak. Kondisi
keuangan adalah kemampuan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas
(profitability) dan arus kas (cash flow). Kondisi keuangan dapat mempengaruhi wajib pajak.
Menurut Bloomgist (2003) dalam Setiawan dan Meliana (2017), mengidentifikasi bahwa
tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan wajib pajak
yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak
jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk.
Hasil penelitian Rabsanjani (2018) dan Prayatni dan Jati (2016) membuktikan bahwa
kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan
perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan
perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan
dengan penelitian Cahyanti (2017) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hs: Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan Dewi
(2018).Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya tidak lepas dari kemauan
wajib pajak untuk membayar pajak. Disisi lain, faktor eksternal yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak adalah dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang
modern melalui penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan
memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajaknya. Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan
dan kemauan membayar pajak, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajaknya yaitu kondisi keuangan wajib pajak.

H;, Kemauan membayar pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan
kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
Pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti

Jurnal Akuntansi Profesi | 3



Vol 7 No.2 DESEMBER 2016
p-ISSN: 2338-6177

populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu yang telah
ditetapkan (Sugiyono, 2014). Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak hotel di
Kabupaten Buleleng sebanyak 578. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu
purposive sampling dengan menggunakan kriteria tertentu dalam pengambilan sampel,
sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 101 wajib pajak hotel.Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dan
studi pustaka.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa
uji antara lain uji statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji
reliabilitas, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolenieritas dan uji
heteroskedastisitas, dan terakhir dilakukan uji hipotesis yaitu analisis regresi linier berganda
yang meliputi uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

Responden penelitian ini adalah wajib pajak hotel di Kabupaten Buleleng yang
terdaftar di BKD tahun 2017 serta masih memiliki tunggakan pajak, yaitu sebanyak 101
wajib pajak hotel. Dalam penelitian ini, dari keseluruhan kuesioner yang disebar sejumlah
101 eksemplar yang diterima kembali oleh peneliti dan layak untuk diolah adalah sebanyak
86 eksemplar (85%).

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman atas hasil penelitian, maka
dideskripsikan statistik dari masing-masing variabel penelitian. Statistik deskriptif dalam
penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai deskripsi variabel penelitian
yaitu nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dengan N adalah
banyaknya responden penelitian. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif
Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata  Standar Deviasi
X 86 28 | 39 3365 2,92 |
X, 86 13 20 16,43 1,80
X3 86 13 20 17,23 1,57
Y 86 16 25 20,77 2,22

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa variabel kemauan
membayar pajakmemiliki skor minimum sebesar 28 dan skor maksimum sebesar 39. Skor
rata-rata sebesar 33,65 dengan standar deviasi sebesar 2,92. Berdasarkan skor minimum
dan skor maksimum variabel kemauan membayar pajak dari 8 item pernyataan, maka dapat
diketahui bahwa dari 86 responden, rata-rata jawaban responden ada pada skor 4 sampai
dengan 5 yaitu setuju dan sangat setuju.

Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakanmemiliki skor minimum sebesar
13 dan skor maksimum sebesar 20. Skor rata-rata sebesar 16,43 dengan standar deviasi
sebesar 1,80. Berdasarkan skor minimum dan skor maksimum variabel modernisasi sistem
administrasi perpajakandari 4 item pernyataan, maka dapat diketahui bahwa dari 86
responden, rata-rata jawaban responden ada pada skor 3 sampai dengan 5 yaitu kurang
setuju, setuju, dan sangat setuju.

Variabel kondisi keuanganmemiliki skor minimum sebesar 13dan skor maksimum
sebesar 20. Skor rata-rata sebesar 17,23dengan standar deviasi sebesar 1,57. Berdasarkan
skor minimum dan skor maksimum variabel kondisi keuangandari 4 item pernyataan, maka
dapat diketahui bahwa dari 86 responden, rata-rata jawaban responden ada pada skor 3
sampai dengan 5 yaitu kurang setuju, setuju, dan sangat setuju.
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Variabel kepatuhan wajib pajak hotelmemiliki skor minimum sebesar 16 dan skor
maksimum 25. Skor rata-rata 20,77 dengan standar deviasi 2,22. Berdasarkan skor
minimum dan skor maksimum variabel kepatuhan wajib pajak hoteldari 5 item pernyataan,
maka dapat diketahui bahwa dari 86 responden, rata-rata jawaban responden ada pada skor
3 sampai dengan 5 yaitu kurang setuju, setuju, dan sangat setuju.

Uji kualitas data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji validitas
menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya
diukur (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini hasil uji validitas menunjukkan nilai ryjung Untuk
semua item lebih besar dari riape = 0,212 (pada N = 86) sehingga seluruh item pernyataan
pada kuesioner dinyatakan valid.

Uji kualitas data kedua yaitu uji reliabilitas. Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel
apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki Cronbach’s Alpha lebih
besar dari 0,70. Variabel kemauan membayar pajak memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar
0,810 > 0,70, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai Cronbach’s
Alpha sebesar 0,775 > 0,70, variabel kondisi keuangan memiliki nilai Cronbach’s Alpha
sebesar 0,718 > 0,70, dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Cronbach’s Alpha
sebesar 0,812 > 0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini reliabel
sebagai alat ukur.

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov untuk
mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian
normalitas yang digunakan yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka data terdistribusi normal
dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas
pada penelitian ini diperoleh nilai asymp sig (2-tailed) sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan
bahwa nilai asymp sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data
berdistribusi normal.

Uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji multikolinieritas. Uji multikolinieritas bertujuan
untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika
nilai Tolerance < 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011). Hasil uji
multikolinieritas disajikan pada tabel 4,

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics

Model Tolerance VIE Keterangan
X1 0,529 1,892 Tidak ada multikolinieritas
X, 0,618 1,618 Tidak ada multikolinieritas
X3 0,541 1,848 Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2019
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Berdasarkan pada tabel 4, dapat dilihatbahwa nilai nilai tolerance semua variabel bebas
lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF semua variabel bebas lebih kecil dari 10, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji asumsi klasik ketiga yaitu uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan
untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu
observasi dengan yang lain. Jika signifikansinya > 0,05 berarti tidak terjadi heterokedastisitas.
Hasil uji heterokedastisitas disajikan pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Heterokedastisitas
Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) -0,244 0,795 -0,307 0,760
X1 0,000 0,030 0,001 0,004 0,997
X5 -0,037 0,045 -0,114 -0,826 0,411
X3 0,090 0,055 0,243 1,651 0,102

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi seluruh variabel bebas
lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada
model regresi.

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih varaibel
independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linier berganda pada penelitian
ini dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Unstandardized Standardized

Model Coefficients Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant) -3,571 1,282 -2,785 0,007
X1 0,208 0,048 0,274 4,342 0,000
Xz 0,590 0,072 0,479 8,213 0,000
X3 0,445 0,088 0,315 5,056 0,000

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai konstanta (a) sebesar -3,571, nilai b;
sebesar 0,208, nilai b, sebesar 0,590, dan nilai b; sebesar 0,445. Berdasarkan perhitungan
regresi linier berganda pada tabel 6, maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut.

Y =-3,571+0,208X,+0,590X, + 0,445Xz3+¢

Berdasarkan model regresi yang terbentuk, dapat diinterpretasikan hasil sebagai
berikut.

1. Konstanta sebesar -3,571 berarti bahwa jika variabel Kemauan Membayar Pajak (X,),
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X;), dan Kondisi Keuangan (Xz)bernilai
konstan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (Y) akan turun sebesar 3,571 satuan.

2. Variabel kemauan membayar pajak (X;) memiliki koefisien regresi 0,208. Nilai koefisien
regresi yang positif menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak (X;) berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak hotel (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1
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satuan kemauan membayar pajak (X,) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel (Y)

sebesar 0,208 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

3. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X,) memiliki koefisien regresi 0,590.
Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi
perpajakan (X,) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel (Y). Hal ini
menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuanmodernisasi sistem administrasi
perpajakan (X,) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel (Y) sebesar 0,590 dengan
asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

4. Variabel Kondisi keuangan (X3) memiliki koefisien regresi 0,445. Nilai koefisien regresi yang
positif menunjukkan bahwa kondisi keuangan (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak hotel (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan kondisi
keuangan (Xs3) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel (Y) sebesar 0,445 dengan
asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

Uji statistik T menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual
terhadap variabel dependen. Hasil uji T berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa variabel
kemauan membayar pajak (X;) memiliki tyiung SEDESAr 4,342 yang lebih besar dari tiae S€DESar
1,989 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya variabel kemauan
membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X;) memiliki tying SEDESar 8,213 yang
lebih besar dari tiae SEbesar 1,989 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05,
artinya variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak hotel. Sedangkan variabel kondisi keuangan (x3) memiliki thiung SEDESar
5,056 yang lebih besar dari ti,ne Sebesar 1,989 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih
kecil dari 0,05, artinya variabel kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak hotel.

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang
dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel dependen. Kriteria pengujian yaitu apabila Fniung™> Franer dan apabila tingkat signifikansi
< a (0,05), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F disajikan pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji F
Model Sum of Df Mean F Sig.
Squares Square
1 Regression 345,482 3 115,161 131,397 0,000
Residual 71,867 82 0,876
Total 417,349 85

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 7 ditunjukkan bahwa nilai F sebesar 131,397 dengan nilai
signifikansi uji F sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat
disimpulkan H, diterima sehingga secara simultan kemauan membayar pajak, modernisasi
sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak hotel.

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi pada penelitian ini
disajikan pada tabel 8.
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Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Std. Er_ror of the
Square Estimate
1 0,910 0,828 0,822 0,936

Sumber: Diolah peneliti, 2019

Berdasarkantabel 8, diketahui bahwa koefisien determinasi dilihat dari hasil Adjusted R
Square sebesar 0,822. Hal ini menunjukkan bahwa 82,2% kepatuhan wajib pajak hotel
dipengaruhi oleh kemauan membayar pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan,
kondisi keuangan,sedangkan 17,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

PEMBAHASAN
Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Hasil pengujian hipotesis pertama (H;) menunjukkan bahwa variabel kemauan
membayar pajak memiliki tyung Sebesar 4,342 yang lebih besar dari ti,e Sebesar 1,98. Nilai
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai koefisien regresi yang positif
menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak hotel, artinya H; diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan salah satu indikator untuk
dapat mengoptimalkan penerimaan daerah atau negara dari sektor pajak.Kemauan membayar
pajak (willingness to pay tax) merupakan nilai rela wajib pajak untuk membayar pajak dengan
harapan dapat membantu pengeluaran negara dan juga tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) (Castrio, 2016). Berdasarkan teori atribusi salah satu penyebab seseorang
berperilaku adalah adanya faktor internal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah
perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Salah satu faktor
internal yang mempengaruhi seseorang untuk patuh adalah kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Castrio (2016) dan
Saputri (2014) yang membuktikan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Alfiah (2014), yang membuktikan bahwa kemauan membayar pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hotel

Hasil pengujian hipotesis kedua (H,) menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem
administrasi perpajakan memiliki tnwng S€besar 8,213 yang lebih besar dari i S€besar 1,98.
Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai koefisien regresi yang
positif menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak hotel, artinya H, diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

Menurut Sari (2013), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan diartikan sebagai
penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru seperti penerapan teknologi
informasi yang baru. Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor
eksternal yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan salah satunya dengan adanya
penggunaan e-system dalam pelayanan perpajakan sehingga dengan adanya modernisasi
sistem administrasi perpajakan, maka hal tersebut akan mempermudah dalam pelayanan
perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan
Hidayati (2014) yang membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan
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berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan
hasil penelitian Ernanda (2018), yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi
perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan
memiliki thwung SEDEsar 5,056 yang lebih besar dari tiae Sebesar 1,98. Nilai signifikansi sebesar
0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa
kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel, artinya Hi
diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi keuanganberpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari
tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow) suatu perusahaan Susanto, 2012)
dalam Aryandini (2016). Saat kondisi keuangan perusahaan mempunyai profitabilitas yang
tinggi maka perusahaan akan cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada
perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Semakin baik persepsi tentang kondisi
keuangan akan menurunkan ketidakpatuhan pajak badan (Aryandini, 2016).

Teori Atribusi menjelaskan penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku
individual yang ada dalam diri seseorang. Kondisi keuangan yang baik merupakan faktor
internal yang akan membentuk aspek perilaku individu yaitu kepatuhan wajib pajak. Apabila
terdapat faktor internal yaitu kondisi keuangan akan berakibat kepada perilaku yang timbul dari
wajib pajak yaitu kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayatni dan Jati
(2016) dan Rabsanjani (2018) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti (2017) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kemauan Membayar Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan
Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Hasil penguijian hipotesis keempat (H,;) mengenai pengaruh kemauan membayar pajak,
modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib
pajak hotel menunjukkan nilai Fpwng Sebesar 131,397 dengan nilai signifikansi uji F
sebesar0,000. Karena Fiung Sebesar 131,397 > Fpe Sebesar 2,72 dengan nilai signifikansi
0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan H, diterima sehingga secara simultan
kemauan membayar pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya tidak lepas dari kemauan
wajib pajak untuk membayar pajak. Selain adanya kemauan dari dalam diri wajib pajak dalam
melakukan kewajiban perpajakannya, upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak adalah dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang
modern. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya
yaitu kondisi keuangan. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang
tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow).

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam
menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kemauan membayar pajak, dan kondisi keuangan wajib
pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Jadi, ketika faktor internal
berupa kemauan dari wajib pajak yang tinggi serta kondisi keuangan yang baik diikuti dengan
adanya dukungan dari eksternal wajib pajak melaui adanya kemudahan dalam proses
administrasi perpajakan dengan penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang
efisien dan efektif, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel.
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan sebagai
berikut: (1) Kemauan Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak hotel, (2) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hote, (3) Kondisi Keuangan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel, dan (4) kemauan membayar pajak,
modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kondisi keuangan secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka
terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya: (1) Bagi wajib
pajak hotel disarankan untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya dengan cara lebih
memperhatikan kondisi keuangan usahanya melalui manajemen keuangan dengan baik agar
nantinya wajib pajak dapat menyiapkan dana untuk membayar pajak secara tepat waktu dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus aktif mencari informasi terkait dengan
perpajakan melalui pemanfaatan teknologi saat ini sehingga diharapkan mampu menigkatkan
kesadaran wajib pajak karena partisipasi pembayaran pajak adalah keikutsertaan dalam
mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah. (2) Bagi
Pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) diharapkan agar lebih mempermudah sistem
administrasi perpajakan modern yang sudah diterapkan saat ini melalui pembuatan website
ataupun aplikasi perpajakan berbasis android yang dapat diakses hanya dengan menggunakan
smartphone sehingga lebih mempermudah wajib pajak. (3) Berdasarkan keterbatasan
penelitian ini yang hanya menggunakan sampel wajib pajak hotel di Kabupaten Buleleng, maka
diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menambah jumlah sampel penelitian dengan cara
memperluas wilayah penelitian sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan dapat
digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas.
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